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TEI{TANG
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PAIAK DAERAH TAHUN A]{GGARAIT 2011

Menimbang : a.

Mengingat 1.

b.

DET{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya

Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak

Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran zAtL, dipandang perlu melakukan penyesuaian

terhadap target penerimaan pajak daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah Tahun Anggaran 20LL;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor ffi, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3l ;

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
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4.

5.

6.

7.

10.

11.

L2.

9.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2A04 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 4435) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 28
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor B2,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentarg Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2A07
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor B, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 20It (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2AL0 Nornor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 4) ;

Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Belanja dan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Nomor 62);.
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L4.

15.

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelalsana Teknis Dinas pada
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 44) ;

ITIEIIIUTUSKAI{ :

PERATURAN GUBERilUR TE]ITA]{G TATA CARA PENETAPAil
BESART{YA IT{SENTIF DAN PE]IERIMA PEMBAYARA]I IilSENTIF
PEMUNGUTAN PAIAK DAERAH TAHUN ANGGARAI{ 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubemur Sumatera Utara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Utara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi sumatera

Utara;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas teftentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan

Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera

Utara;

16.

Menetapkan



10. Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

11. Kinerja teftentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur;

72. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut PajaK adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau
badan yang bersifat memaKa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

13. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji,
terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan
jabatan structuraUfungsional, dan/atau tu njangan beras;

t4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada

Wajib pajak pengawasan penyetoran;

15. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas
kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggung jawab,kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objeKif
daerah.

BAB II
INSENTIF

BAGIA]I KESATU
SUMBER INSENTIF

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang
bersumber dari pendapatan pajak daerah.

BAGTAN KEDUA
BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Besaran Insentif sebagaimana dimaKud dalam Pasal 3, ditetapkan
sebesar 3o/o (tiga) persen dari rencana penerimaan Pajak daerah
dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;



(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan;

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
sebesar 3olo (tiga persen) dari rencana penerimaan dalam tahun
anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

BAGIA?{ KETIGA
PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah
yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional

diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung
jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

d. Pihak lain "yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak

daerah".

(3) Besaran pembayaran insentif rebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan
dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan

dari pembuat daftar gaiiyang telah ditetapkan;

(4) Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan pertimbangan faKor jabatan struktural, fungsional dan

beban kerja objeftif penerima insentif yang bersangkutan

didasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang

ditetapkan pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) atas penerimaan paiak daerah ditetapkan berdasarkan

ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(2) Dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' untuk
besaran insentif pajak daerah yaitu paling tinggi I (delapan) kali gaji

pokok dan tunjangan Yang melekat.



Pasal 7

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;

(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang
telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan
tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan
untuk triwulan sebelumnya;

(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah
sebagaimana penerimaan daerah.

Pasal 8

(1) Alokasi besaran insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 90o/o (sembilan
puluh persen) untuk Dinas Pendapatan dan 10o/o (sepuluh persen)
untuk pihak lain yaitu Kepolisian Daerah ;

(2) Alokasi besaran Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBIG) yaitu 9Ao/o (sembilan puluh persen) untuk Dinas
Pendapatan dan L0o/o (sepuluh persen) untuk pihak lain yaitu
PT. Peftamina dan Penyedia bahan bakar (Produsen) lainnya;

(3) Untuk Penyedia bahan bakar sebagiamana dimaksud pada ayat (2)
pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi
pembayaran setoran PBBKB setiap bulannya dari PT. Pertamina dan
Penyedia bahan bakar lainnya;

(4) Alokasi besaran insentif Pajak Air Permukaan (APU) 100o/o (seratus
persen) untuk Dinas Pendapatan.

Pasal 9

(1) Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima
Insentif di tetapkan sebagai berikut :

a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah , masing-masing menerima 8
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan
daerah , menerima I (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat;

c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
sebagai Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan
rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, menerima B (delapan) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;



2, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kepala UPT dan
Bendahara Pengeluaran masing-masing menerima setinggi-
tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

3. Kepala Subbag, Kepala Seksi dan Bendahara Penerimaan,
masing-masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

4. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu UPf, Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu
PPK, Pengurus Barang, Pelaksana Tugas Jabatan StruKural,
Koordinator Samsat (Keliling, Gerai,Mall, Drive Thru),
masing-masing menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat;

5. Pegawai Dinas dan UPT masing-masing menerima setinggi-
tinggimya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekaU

(2) Untuk pela$anaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada Kepala

Dinas Pendapatan dalam menetapkan dan sekaligus membuat data
penerima dan pembayaran insentif pajak daerah dimaksud setiap
bulannya.

BAB III
PET{GAT{GGARAN, PE LAKSANAAI{ DAl{ PE RTANGGUNG

JAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak

daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanJa

Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dokumen PelaKanaan

Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provisi Sumatera Utara;

(2) Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang

diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif
pernungutan pajak daerah.

Pasal 11

(1) Target kinerja Pemungutan Per Jenis Pajak Daerah, ditetapkan
sebagai berikut :

a. Sampai dengan Triwulan I : tlo/o (lima belas persen).

b. Sampai dengan Triwulan II : 40olo(empat puluh persen).

c. Sampai dengan Triwulan III: 75olo(tujuh puluh lima persen).

d. Sampai dengan Triwulan IV: 1007o (seratus Persen)'

(2) Mekanisme penetapan insentif berdasarkan target kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

(a) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15olo (Lima

belas persen) atau lebih,Insentif diberikan pada awal Triwulan

il;
(b) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15o/o (Lima

belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;



(c) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40o/o (Empat
puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I
yang belum dibayarkan dan Triwulan II;

(d) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 4Ao/a (Empat
puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada
awal Triwulan III;

(e) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 75o/o (Tujuh
puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan
IV;

(0 Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 75a/o (Tujuh
puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada Triwulan
IV;

(g) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai L00o/o
(Seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan
yang belum dibayarkan,;

(h) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100o/o
(Seratus persen) tetapi lebih dari 75o/o (Tujuh puluh lima
persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan;

(3) Target Kinerja Pemugutan Per-Jenis pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada
tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2011 dibayarkan sesuai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
aOLL.



Pasal L5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur dengan penempatan dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal I April 2011

PIt. GUBERilUR SUIIATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO I{UGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal $ ftlvtL 2ott

PIt. SEKRTTARIS

H. MCHMA

BERITA DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOI"TOR 2B



|jMPIRAN PEMTURAN GUBERNUR SUMATEM UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011

TANGGAL 8 April 2011

TARGET PENERIMAAI{ PA'AK DAERAH PR,OVIT{$ SUMATERA UTARA
SEBAGAI INDIKATOR KIilERJA TERTET{TU DAITM PENETAPAI{ I'{SEI{TIF PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAT{ 2011

NO ]ENIS PENERIMMN TARGET PENERIMMN

TA. 2011

(Rp.)

TRIWULAN I TA. 2011 TRIWULAN II TA, 2011 TRIWULAN N] TA. 2011 TRIWULAN IVTA.2011 JUMLAH

RFAUSASI MINIMAL

(td 31 Maret 2011)
(1506)
(Ro.)

BESCRAN

INSENTIF
(Rp.)

REALISASI MINIMAL

(s/d 30 Juni 2011)

@Ao/o)
(Rn.)

BESCRAN

INSENTIF

(Rp.)

REALISASI MINIMAL

(s/d 31 Oktober 2011'

(7SVo)

aRn \

BESARAN

lNsErunF
(Rp.)

REALISASI MINIMAL

s/d 31 Desemb€r 2011

(10006)

fRn.\

BESARAN

INSENTIF

(Rp,)

REAUSASI MINIMAL

TA. 2011

(Rp,)

BESAR/qN

INSENTIF

TA. 2011
(Rn.'l

1

2

3

4

)ajak Kendaraan Bermotor

lea Balik Nama Kendaraan Bermotor

)ajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

)ajak Air Permukaan

971,799,850,000

1,207,840,322,ffi9

697,500,000,000

12,600,000,000

145,769,977,5@

181,176,048,400

104,625,000,@0

1,890,000,000

4,373,@9,325

5,435,281,452

3,138,750,000

56,700,000

388,719,940,000

483,136,129,068

279,000,000.000

5,040,000,000

7 288A98,87s

9,058,802,420

5,231,250,000

94,500,000

728,849,887,500

905,880,242,002

523,125,000,000

9,450,000,000

10,203,898,425

12,682,323,388

7,323,750,000

132,300,000

971,799,850,000

1,207,84Q,322,669

697,500,000,000

12,600,000,000

7,288,4*J,875

9,058,802,420

5,231,250,000

94,500.000

971,799,850,000

1,207,M$,322,669

697,500,000,000

12,600,000,000

29,153,995,500

36,235,209,680

20,925,000,000

378,000,m0

JUMTAH 2,889,740,172,ffig 433,461,025,900 13,oo3,830,777 1,155,896,069,068 21,673,051,295 2,767,305,129,502 30,342,271,8t3 2,889,740,172,69 2t,673,051,295 2,889,740,172,669 86,692,20s,180

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO


